
BAB III
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN 
BERDASAR  URUSAN, PROGRAM/KEGIATAN, 
PERANGKAT DAERAH DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG 
TAHUN 2020
Agar pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara optimal, diperlukan suatu arah kebijakan anggaran belanja yang disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan asumsi makro yang terjadi di daerah. Arah kebijakan belanja mengacu kepada  kebijakan anggaran perubahan belanja Tahun Anggaran 2020, yang  diarahkan pada:
1) Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan.  Dengan rangkaian kebijakan umum:
a) Pengendalian kebijakan tata ruang wilayah

b) Penguatan kebijakan reformasi birokrasi sebagai landasan pembangunan infrastruktur menyeluruh

c) Pengembangan infrastruktur sistem data terpadu sebagai basis perencanaan pembangunan, monitoring, dan evaluasi

d) Pengendalian kebijakan pembangunan infrastruktur sesuai norma dan kriteria inklusif, ramah lingkungan, tangguh bencana; 

e) Pengembangan kerjasama bersama dunia usaha dan masyarakat untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur

f) Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait, yaitu:
· Infrastruktur koneksitas antar wilayah (Jalan, jembatan, transportasi, telekomunikasi
· Infrastruktur kantor pemerintahan dan pelayanan publik
2) Perlindungan, Pelestarian, Pengembangan dan Reaktualisasi nilai dasar budaya daerah dalam sistem bermasyarakat dan bernegara untuk penguatan jati diri bangsa, dengan kebijakan umum:

a) Aktualiasi nilai-nilai budaya kearifan lokal di lingkungan birokrasi pemerintah yang berbudaya melayani, berintegritas, dan inovatif.
Arah kebijakan belanja perubahan adalah anggaran belanja diprioritaskan  untuk : 

1) Belanja kegiatan wajib

· Pendampingan kegiatan Pusat, Provinsi atau yang sudah ada petunjuk teknisnya, yang tidak mendapatkan pengalokasian anggaran pada waktu penetapan. Bersifat prioritas atau keharusan / diwajibkan oleh peraturan / kesepakatan / MoU.

· Kegiatan dengan dana yang mengikat, seperti DBHCHT, Tunjangan Penghasilan Guru dan DAK Non Pendidikan, BOS, Kapitasi JKN dan FKTP.
2) Belanja Untuk Operasional Kantor / Administrasi Perkantoran

· Kewajiban  kepada pihak ke 3 yang masih kurang atau tidak dapat mencukupi sampai akhir tahun anggaran ( rekening listrik, air, telepon, tenaga kontrak/honorer)

· Kegiatan koordinasi dan konsultasi yang berdasarkan analisis perlu dilakukan penambahan atas pertimbangan mempunyai dampak mempercepat pencapaian sasaran pembangunan;
3) Belanja untuk Program dan Kegiatan yang mendukung/menunjang capaian/target RPJMD yang masih kurang/belum tercapai.

· Perbaikan Infrastruktur Wilayah dan Pengembangan Wilayah 

· Peningkatkan pelayanan kesehatan melalui integrasi pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional.
· Pemenuhan prasarana dan fasilitas  perhubungan khususnya lampu penerangan jalan, lampu lalulintas dan penunjang keselamatan jalan

· Pemberian Bea Siswa Miskin dalam rangka peningkatan Angka Partisipasi Sekolah

Selain itu prioritas belanja juga diarahkan untuk mengakomodir prioritas pembangunan yang dicanangkan secara nasional, dan harus diakomodir oleh daerah. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dengan adanya alokasi dana dari Pemerintah Pusat, sehingga  Prioritas Belanja Daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dari pusat sampai daerah. 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka ditentukan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2020,  belanja berdasarkan Perangkat Daerah sebagaimana Tabel 3.1. dan Tabel 3.2 berikut. Pada Belanja Langsung mengalami penurunan sebesar ( 2,82%) dari sebelumnya atau sebesar              Rp. 23.537.716.000,00
Tabel 3.1. Plafon Anggaran Sementara Perubahan Belanja Langsung Menurut Perangkat Daerah Tahun 2020 
	NO
	PERANGKAT DAERAH
	SEBELUM PERUBAHAN
	SESUDAH PERUBAHAN
	SELISIH
	%

	I
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar
	 
	 
	 
	 

	1
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
	165.621.522.000,00 
	175.012.068.000,00
	9.390.546.000,00
	5.67

	2
	Dinas Kesehatan 
	230.630.402.000,00 
	258.840.820.000,00
	28.210.418.000,00
	12.23

	3
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
	   161.884.231.000,00 
	0,00 
	(161.884.231.000,00) 
	(100.00)

	4.
	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	0,00
	123.710.876.000,00
	123.710.876.000,00
	0,00

	5.
	Satuan Polisi Pamong Praja 
	12.673.110.000,00
	  11.685.968.000,00 
	(987.142.000,00)
	(7.79)

	6.
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
	2.434.000.000,00
	2.533.394.000,00
	99.394.000,00
	4,08

	7.
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
	7.856.000.000,00 
	6.996.505.000,00
	(859.495.000,00)
	(10.94)

	8.
	Dinas Sosial 
	        7.717.341.000,00 
	7.116.319.000,00
	(601.022.000,00)
	(7.79)

	II
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
	 
	 
	 
	 

	9.
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
	10.059.834.000,00
	8.084.851.000,00 
	(1.974.983.000,00) 
	(19.63)

	10.
	Dinas Lingkungan Hidup 
	6.975.420.000,00
	6.919.251.000,00 
	(56.169.000,00) 
	(0.81)

	11.
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
	5.879.346.000,00
	5.422.627.000,00
	(456.719.000,00) 
	(7.77)

	12.
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
	15.246.729.000,00
	10.245.851.000,00
	      (5..000.878.000,00) 
	(32.80)

	13.
	Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman
	5.828.994.000,00
	0,00
	5.828.994.000,00
	(100,00)

	14.
	Dinas Perhubungan
	0,00
	4.013.331.000,00
	4.013.331.000,00
	0.00

	15.
	Dinas Komunikasi dan Informatika 
	2.511.000.000,00
	2.733.989.000,00
	222.989.000,00
	8.88

	16.
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
	2.385.485.000,00
	1.875.585.000,00
	(509.900.900,00) 
	(21.38)

	17.
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 
	2.807.057.000,00
	1.505.818.000,00
	(1.301.239.000,,00)
	(46,36)

	III
	Urusan Pilihan
	 
	 
	 
	 

	18.
	Dinas Perikanan dan Peternakan
	2.619.757.000,00
	0,00
	2.619.757.000,00
	(100.00)

	19.
	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 
	13.397.234.000,00
	8.305.105.000,00
	(5.092.129.000,00)
	(38.01)

	20.
	Dinas Pertanian dan Pangan
	8.728.025.000,00
	0,00
	(8.728.025.000,00)
	(100.00)

	21.
	Dinas Pertanian Pangan,dan Perikanan 
	0,00
	11.421.113.000,00
	11.421.113.000,00
	0,00

	22.
	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM 
	10.405.700.000,00
	11.460.200.000,00
	1.054.500.000,00 
	10,13

	IV
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
	 
	 
	 
	 

	23.
	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	0,00
	0,00
	0,00
	0.00

	24.
	Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
	0,00
	0,00
	0,00
	0.00

	25.
	 Sekretariat Daerah 
	27.907.595.000,00
	25.591.996.000,00
	     (2.315.599.000,00)
	(8.30)

	26.
	 Sekretariat DPRD 
	27.369.986.000,00
	28.824.159.000,00
	1.454.173.000,00 
	5.31

	27.
	 Kecamatan Jatipuro 
	661.530.000,00
	546.256.000,00
	(115.274.000,00)
	(17.43)

	28.
	 Kecamatan Jatiyoso 
	425.540.000,00
	436.989.000,00
	11.449.000,00
	2.69

	29.
	 Kecamatan Jumantono 
	420.400.000,00
	311.650.000,00
	(108.750.000,00)
	(25.87)

	30.
	 Kecamatan Jumapolo 
	559.700.000,00
	434.570.000,00
	      (125.130.000,00) 
	(22.36)

	31.
	 Kecamatan Matesih 
	453.720.000,00
	482.320.000,00
	28.600.000,00
	6.30

	32.
	 Kecamatan Tawangmangu 
	4.813.000.000,00
	5.050.550.000,00
	237.550.000,00 
	4.94

	33.
	 Kecamatan Ngargoyoso 
	434.200.000,00
	320.670.000,00
	(113.530.000,00) 
	(26.15)

	34.
	 Kecamatan Karangpandan 
	448.200.000,00
	317.356.000,00
	(130.845.125,00)
	(29.19)

	35
	 Kecamatan Karanganyar 
	23.337.960.000,00
	24.662.031.000,00
	  1.324.071.000,00
	5.67

	36.
	 Kecamatan Tasikmadu 
	428.500.000,00
	448.850.000,00
	20.350.000,00
	4.75

	37.
	 Kecamatan Jaten 
	439.350.000,00
	543.440.000,00
	104.090.000,00
	23.69

	38.
	 Kecamatan Colomadu 
	561.080.000,00
	436.367.000,00
	(124.713.100,00) 
	(22.23)

	39
	 Kecamatan Gondangrejo 
	396.800.000,00
	324.200.000,00
	(72.600.000,00) 
	(18.30)

	40.
	 Kecamatan Mojogedang 
	466.400.000,00
	1.456.947.000,00
	992.547.000,00 
	212.81

	41.
	 Kecamatan Kebakkramat 
	396.800.000,00
	264.555.000,00
	(132.245.000,00)
	(33.33)

	42.
	 Kecamatan Kerjo 
	409.400.000,00
	331.300.000,00
	(78.100.000,00) 
	(19.08)

	43
	 Kecamatan Jenawi 
	423.500.000,00
	322.700.000,00
	(100.800.000,00) 
	(23.80)

	44.
	 Inspektorat 
	4.949.800.000,00
	0,00
	(4.949.800.000,00)
	(100.00)

	45.
	Inspektorat Daerah
	0,00
	4.314.857.000,00
	4.314.857.000,00
	0.00

	46.
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 
	3.841.000.000,00
	2.884.910.000,00 
	(956.090.000,00) 
	(24.89)

	47
	Badan Keuangan Daerah 
	53.160.944.000,00

	51.834.715.000,00 
	(1.325.229.000,00)
	(2.49)

	48.
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
	7.541.562.000,00
	      3.942.379.000,00 
	(3.599.183.000,00 
	(47.72))

	
	 Jumlah 
	835.508.154.000,00 
	811.970.438.000,00
	(23.537.716.000,00)
	(2.82)


 Sumber: BKD, 2020.
Pada Tabel 3.1 terlihat beberapa Perangkat Daerah (PD) mempunyai penambahan plafon perubahan yang cukup mencolok (signifikan) hal ini terkait adanya tambahan pendapatan  utamanya yang bersumber dari dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya (Bankeu Prov). Mengacu pada Undang-undang Pemerintah Daerah yang baru maka Kelurahan bukan lagi sebagai Perangkat Daerah  tersendiri tetapi sebagai unit bagian dari kecamatan.
 Pada komponen perubahan belanja tidak langsung untuk keseluruhan Perangkat Daerah, diproyeksikan akan mengalami penurunan sebesar                Rp 19.798.472.000,00 atau turun 1,36% dari penetapan 2020. Secara rinci alokasi belanja tersebut  dapat dilihat pada Tabel 3.2. 
Tabel 3.2. Plafon Anggaran Sementara Perubahan Belanja Tidak Langsung Tahun 2020
	No
	Uraian
	2020
	Bertambah (Berkurang)
	%

	
	
	Sebelum
Perubahan
	Sesudah
Perubahan
	
	

	2.1.1
	Belanja Pegawai
	1.021.551.870.000,00
	967.284.282.000,00
	(54.267.588.000,00)
	(5,31)

	2.1.2
	Belanja Bunga
	5.000.000.000,00
	4.550.000.000,00
	(450.000.000,00)
	(9.00)

	2.1.4
	Belanja Hibah 
	61.549.000.000,00
	68.502.700.000,00
	6.953.700.000,00
	11.30

	2.1.5 
	Belanja Bantuan Sosial
	16.842.000.000,00
	13.752.000.000,00
	(3.090.000.000,00)
	(18.35)

	2.1.6
	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi /Kab/ Kota dan Pemerintah Desa
	18.254.330.000,00
	16.702.722.000,00
	(1.551.608.000,00)
	(8.50)

	2.1.7
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/ Kota dan Pemerintah Desa
	326.031.391.000,00
	324.723.244.000,00
	(1.308.147.000,00)
	(0.40)

	2.1.8
	Belanja Tidak Terduga
	2.500.000.000,00
	36.415.171.000,00
	                          33.915.171.000,00   
	1.356,61

	 
	Jumlah
	1.451.728.591.000,00
	1.431.930.119.000,00
	(19.798.472.000,00)
	(1.36)


Sumber : BKD, 2020.
Pengeluaran pembiayaan dalam PPAS Perubahan Tahun 2020 secara  rinci dapat dilihat Tabel 3.3.
Tabel 3.3. Plafon Anggaran Sementara Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2020
	No 
	 Uraian  
	 Sebelum Perubahan 
	 Sesudah Perubahan 
	 Bertambah (Berkurang) 
	 % 

	3.2
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
	59.200.000.000,00
	49.200.000.000,00
	(10.000.000.000,00)
	(16.89)

	3.2.2
	Penyertaan Modal (Investasi) 
	29.200.000.000,00
	29.200.000.000,00
	0
	0

	
	PDAM
	9.000.000.000,00
	9.000.000.000,00
	
	

	
	Bank Jateng 
	14.200.000.000,00
	14.200.000.000,00
	
	

	
	Bank Daerah
	4.000.000.000,00
	4.000.000.000,00
	
	

	
	Bank Karanganyar
	2.000.000.000,00
	2.000.000.000,00
	
	

	3.2.3
	Pembayaran Pokok Utang
	30.000.000.000,00
	20.000.000.000,00
	(10.000.000.000,00)
	

	
	Jumlah
	59.200.000.000,00
	49.200.000.000,00
	(10.000.000.000,00)
	0


Sumber : BKD, 2020, diolah
Secara ringkas perbandingan jumlah dana yang tersedia dengan belanja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :
Tabel 3.4. Persandingan Tambahan Jumlah Dana Tersedia dengan Tambahan Belanja Perubahan Tahun 2020
	Nomor
	Uraian
	Jumlah Dana

	1
	Jumlah dana tersedia
	
	(53.336.188.000,00)

	 
	1.    Tambahan Pendapatan
	(129.654.491.000,00)
	

	 
	2.    Sisa SiLPA 2019
	76.318.303.000,00
	

	2
	Jumlah Belanja
	
	(53.336.188.000,00)

	 
	1.    Belanja tidak langsung
	(19.798.472.000,00)
	 

	 
	2.    Belanja langsung
	(23.537.716.000,00)
	 

	 
	3.    Pengeluaran Pembiayaan
	(10.000.000.000,00)
	 

	 
	Selisih
	
	0,00


Sumber : BKD, 2020 diolah
Dari tabel  3.4 tersebut diketahui bahwa tidak ada selisih antara dana tersedia dengan belanja dan pembiayaan di Tahun 2020. Postur PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dan  Program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir. 
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